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BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
  

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  

NOMOR 8 TAHUN 20232019 
  

TENTANG 
  

JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI PAKPAK BHARAT, 

  

Menimbang 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

Mengingat 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
  
  

: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

: 

a. bahwa untuk mendukung transformasi birokrasi yang 
dinamis, dan profesional di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat, diperlukan penyederhanaan 
nomenklatur jabatan pelaksana; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah telah mencabut 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga perlu 
dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak 
Bharat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Jabatan Pelaksana Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat. 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 197); 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1047); 

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 

147); 

13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 

Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 

Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 12). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan     :  PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN PELAKSANA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT. 

  

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 

aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
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2. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

3. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang 

melaksanakan tugas pelayanan administratif. 

4. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang 

melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. 

5. Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang 

melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. 

6. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan. 

7. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan 

kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 

 

BAB II 

KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Klasifikasi Jabatan 

Pasal 2 

 

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, 

mekanisme, dan pola kerja. 

(2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan 

Pelaksana. 

 

Pasal 3 

 

(1) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan, 

ruang lingkup Tugas Jabatan, serta jenis dan tanggung jawab pekerjaan. 

(2) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi 

proses dan cara kerja dalam menjalankan Tugas Jabatan. 

 

Pasal 4 

 

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas: 

a. Klerek; 

b. Operator; dan 

c. Teknisi. 

 

Bagian Kedua 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

Pasal 5 

 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

 

Pasal 6 

 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk: 

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

b. penentuan kelas jabatan; 
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c. pengembangan karier; 

d. pengembangan kompetensi; 

e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian. 

 

Bagian Ketiga 

Usulan Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

Pasal 7 

 

Penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana meliputi: 

a. perubahan/penyempurnaan nomenklatur Jabatan Pelaksana; 

b. penghapusan nomenklatur Jabatan Pelaksana; atau 

c.   penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana baru. 

 

BAB III  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penetapan nomenklatur 

Jabatan Pelaksana bagi PNS di instansi pemerintah berdasarkan Lampiran 

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat masih berlaku sampai dengan ditetapkannya nomenklatur 

Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 9 

 

Kelas Jabatan Pelaksana bagi PNS  di lingkungan  Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati berlaku, 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan 

yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

  

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 

Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat. 

 

 

 

Ditetapkan di Salak  

Pada tanggal 10 April 2023      

BUPATI PAKPAK BHARAT 

 

     ttd 

 
FRANC BERNHARD TUMANGGOR 

 

 

 

Diundangkan di Salak  

pada tanggal 10 April 2023                                 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  

  

         ttd  

 

JALAN BERUTU 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 8 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

 

TENTANG  

 

JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

 

I. UMUM 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana 

PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negeri 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai 

aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Jabatan Pelaksana 

adalah sekelompok jabatan tertentu yang berisi fungsi dan tugas 

pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Jabatan Pelaksana 

diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan 

pola kerja. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa klasifikasi 

jabatan pelaksana terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi. Nomenklatur 

jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi 

pemerintah untuk: penyusunan dan penetapan kebutuha, penentuan 

kelas jabatan, pengembangan karier, pengembangn kompetensi, penilaian 

kinerja, penggajian dan tunjangan dan pemberhentian. 

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di 

Lingkungan Instansi Pemerintah ini mulai berlaku, penetapan 

nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di Instansi Pemerntah 

berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah tidak berlaku lagi 

seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

   Cukup Jelas 

Pasal 2 

   Cukup Jelas 

Pasal 3 

   Cukup Jelas 
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Pasal 4 

   Cukup Jelas 

Pasal 5 

   Cukup Jelas 

Pasal 6 

   Cukup Jelas 

Pasal 7 

   Cukup Jelas 

Pasal 8 

   Cukup Jelas 

Pasal 9 

   Cukup Jelas 

Pasal 10 

   Cukup Jelas 

Pasal 11 

   Cukup Jelas 

 

 

 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 48 
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